
 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 32 TAHUN 2017  

TENTANG 

PERUBAHAN LAMPIRAN IV DAN  LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI 

KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN 

PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KLATEN 

 

BUPATI KLATEN, 

  

Menimbang   :  a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten 

Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, 

maka perlu merubah lampiran peraturan Bupati Klaten 

Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata Cara dan 

Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten 

Klaten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan  Lampiran IV dan lampiran V   

Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan 

di Kabupaten Klaten;  

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik   Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 



Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);   

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/39TAHUN2008UU.htm


Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun 2012  

tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5285); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 138); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 142); 

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 



tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2016 Nomor 32); 

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingklungan Hidup 

dan Kehutanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 52); 

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 

2017 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2016 Nomor 62 ); 

 

                  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   PERUBAHAN LAMPIRAN IV DAN LAMPIRAN V PERATURAN 

BUPATI KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG TATA 

CARA DAN  PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN  

DI KABUPATEN KLATEN. 

 

Pasal I 

Beberapa lampiran dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin di Kabupaten Klaten 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran IV dan Lampiran V diubah, sebagai mana tersebut 

dalam Lampiran I dan Lampiran II sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

   Kepala Dinas Lingkungan Hidup  

   Dan Kehutanan  Kabupaten Klaten  

 

   (...................... NAMA.......................) 

    NIP. 

 

2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipi 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal, 

yaitu BAB VA dan pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 



“BAB VA 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 32A 

  Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman Pelaksana Tata Cara   

dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten Klaten mulai 

tanggal 1 Januari 2017.  

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klaten. 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 5 September 2017                     

Plt. BUPATI KLATEN,  

 

 

SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 5 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

 

JAKA SAWALDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR  33 


